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A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai eksekusi pidana
pembayaran uang_peng pidana korupsi di wilayah
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sebagai berikut:

geri Pasaman
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sekusi uang
melelangnya
1ya, eksekusi

t yang cukup

pelacakan aset dilk S awal, proses cksekusi dapat berjalan lebih
cepat dan efisien.

2. Kendala dalam pelaksanaan eksekusi pidana uang pengganti meliputi

terbatasnya kemampuan keuangan terpidana untuk membayar uang

pengganti, belum maksimalnya penyitaan aset pada tahap awal penyidikan,

serta adanya kelalaian dalam memproses barang bukti yang sebelumnya
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sudah diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran uang pengganti.
Dalam kasus Helju, barang bukti yang seharusnya dilelang justru tidak
segera ditindaklanjuti, sehingga muncul masalah baru, terutama jika
terpidana telah membayar uang pengganti. Hal ini menunjukkan bahwa
kelemahan dalam prosedur dan koordinasi dapat menghambat tujuan utama

dari pidana uang pengganti,.yai emulihkan kerugian keuangan negara.

1 ketersediaan

pembayaran

secara sukarela, sebagaimana terlihat d Mlunar. Kedua,

b

bukti yang telah diperhitungkan sebagai uang pengganti namun belum
sempat dieksekusi, seperti dalam kasus Helju. Keseluruhan upaya tersebut
mencerminkan pentingnya sinergi kelembagaan dan langkah proaktif dalam
memastikan eksekusi uang pengganti berjalan efektif, akuntabel, dan sesuai

dengan asas kepastian hukum.

103



B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, penulis memberikan beberapa
saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam eksekusi
pidana pembayaran uang pengganti, khususnya di wilayah hukum Kejaksaan

Negeri Pasaman Barat:
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ooa pelaksanaan ckSeku ergantung pada

taan aset sejak awal

han kerugian

epat waktu,
gkan sebagai
lalaian  dalam

nenimbulkan

3  Penyitaar ak Tat /i s Syaifuzil)
. usi pidana uang
pengganti disebabkar penyitaan aset sejak awal
proses hukum. Oleh karena itu, Kejaksaan perlu memperkuat mekanisme
pelacakan dan penyitaan aset sejak tahap penyidikan, dengan mengacu
pada Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor 1

Tahun 2023. Strategi ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan aset

sebagai jaminan eksekusi dan mencegah kondisi di mana terpidana tidak
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mampu membayar uang pengganti karena asetnya sudah dialihkan atau
tidak terlacak.
. Penyempurnaan Prosedur Administrasi dan Koordinasi Eksekusi Barang

Bukti (Kasus Helju)

Dalam kasus Helju Sepli Tuhari, terdapat persoalan yuridis terkait status

105



